
Bandung Conference Series: Law Studies   https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9823 

Corresponding Author 

Email: husnisyam@gmail.com   244 

Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Iran dengan Albania Terkait 

Adanya Kasus Serangan Siber Ditinjau dari Konvensi WINA 1961 

tentang Hubungan Diplomatik  

Azizah Dzakiah Nurhakiki*, Mohammad Husni Syam 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 

Indonesia. 

*azizah.nurhakiki@gmail.com, husnisyam@gmail.com  

Abstract. International law is the overall rules and principles governing relationships 

or issues that cross state borders between states and states, states and other non-state 

legal subjects or non-state legal subjects with each other. International Law 

coordinates and facilitates cooperation between states that are interdependent on each 

other. The practice of International Law cannot be separated from the problems of 

diplomacy, politics and attitudes, patterns or policies of foreign relations. Approach 

Method The research method used by the author in this legal research is to use a 

normative juridical approach method, namely research on legal principles and 

secondary data through an inventory of positive law. Normative juridical legal 

research is an approach that examines, tests and applies legal principles and general 

principles of international law. The 1961 Vienna Convention covers aspects of 

diplomatic law as an international legal provision governing diplomatic relations 

based on agreements and regulated in legal instruments as a codification of customs 

and international legal progress. The basis of diplomatic relations is Article 2 of the 

1961 Vienna Convention, which stipulates that diplomatic ties and permanent duties 

must be established. Based on the above description, it can be concluded that: The 

1961 Vienna Convention does not regulate the procedure for the termination of 

diplomatic relations between Iran and Albania. Meanwhile, customary international 

law determines the termination of diplomatic relations. 
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Abstrak. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur 

hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, 

negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu 

sama lain. Hukum Internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar 

negara negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik Hukum Internasional 

tidak dapat terpisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan 

hubungan luar negeri. Metode Pendekatan Metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui 

inventarisasi hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu 

pendekataan yang mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum serta prinsip-

prinsip umum hukum internasional. Konvensi Wina 1961 mencakup aspek hukum 

diplomatik sebagai ketetapan hukum internasional yang mengatur hubungan 

diplomatik yang didasarkan pada kesepakatan dan diatur dalam instrument hukum 

sebagai kodifikasi kebiasaan dan kemajuan hukum internasional. Pasal 2 Konvensi 

Wina 1961 membentuk dasar hubungan diplomatik, yang menetapkan bahwa ikatan 

diplomatik dan tugas permanen harus dibentuk. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa: Konvensi Wina 1961 tidak mengatur bagaimana hubungan 

diplomatik antara Iran dan Albania dapat diputuskan. Sementara itu, aturan kebiasaan 

internasional menentukan bagaimana hubungan perjanjian internasional berakhir. 

Kata kunci: hubungan diplomatik, perjanjian internasional, negara.   
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A. Pendahuluan 

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau 

persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek 

hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 

Hukum Internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar negara negara 

yang saling tergantung satu sama lain. Praktik Hukum Internasional tidak dapat terpisahkan dari 

masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Dalam banyak 

kasus meskipun pertimbangan hukum tetap penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa 

negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan self-

interest, expediency, atau humanity. Hal ini sangatlah wajar menurut Dixon, karena banyak 

negara mempunyai karakter dan sikap yang berbeda beda sebagaimana juga sifat manusia pada 

umumnya.  

Hubungan timbal balik yang rumit antara hukum dan prinsip yang mengatur hubungan 

antara individu yang merupakan anggota komunitas bangsa atau negara yang sama tercermin 

dalam hukum negara atau hukum internasional. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

eksistensi suatu negara dalam   penyelenggaraan hubungan internasional, diperlukan hubungan 

kerjasama antar negara (internasional) di dunia. Hal ini di samping terciptanya perdamaian dan 

kesejahteraan yang merupakan dambaan setiap manusia dan bangsa di dunia. Hubungan 

kerjasama antar negara (internasional) di dunia sangat diperlukan. Secara alami, setiap bangsa 

memiliki aspek positif dan negatif terhadap situasinya, serta prioritas dan kepentingan yang 

berbeda-beda. Hal-hal seperti inilah yang kondusif untuk membina hubungan dan kerjasama 

internasional. 

Pada dasarnya, hukum diplomatik adalah hukum internasional yang mengatur hubungan 

diplomatik antara negara-negara berdasarkan prinsip persetujuan timbal balik. Prinsip-prinsip 

ini dimasukkan ke dalam instrumen hukum internasional, seperti piagam, statuta, dan konvensi, 

dan mereka muncul sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional dan kemajuan dalam 

hukum internasional. 

Setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, hukum internasional, termasuk hukum 

diplomatik, dibuat untuk pertama kalinya oleh Komisi Hukum Internasional pada tahun 1949. 

Komisi ini sangat memperhatikan ketentuan tentang kekebalan diplomatik dan pergaulan 

diplomatik. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konferensi berkuasa 

penuh (Plenipotentiary Conference) diadakan di Wina, Austria, pada tanggal 2 Maret - 14 April 

1961. Pada tanggal 18 April 1961, konferensi mengesahkan suatu konvensi yang disebut 

“Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik”.  

Pembentukan hubungan diplomatik antar Negara, dan misi diplomatik permanen, 

dilakukan dengan persetujuan bersama. 

Diplomasi bilateral dikenal sebagai komunikasi antara dua pihak tanpa menentukan 

perselisihan atau metode, juga dikenal sebagai sistem diplomasi Perancis. Memainkan peran 

khusus daplam mendekatkan dan menenangkan situasi antara kedua negara melalui perwakilan 

diplomatik permanen yang terakreditasi secara resmi, sebagai prosedur konvensional. 

Tanggung jawab, hak dan kewajiban dari negara yang mengadakan hubungan 

diplomatik harus jelas dan dapat dipahami dengan baik serta cara pelaksanaannya harus sesuai 

seperti yang telah tercantum dalam isi dari konvensi maupun yang telah menjadi doktrin antar 

negara yang telah mengadakan suatu hubungan diplomatik dan harus bisa mempertanggung 

jawabkan serta menjaga hak dan menjalankan kewajibannya. 

Suatu Negara tidak boleh melakukan operasi dunia maya yang melanggar kedaulatan 

Negara lain. Dilihat dalam konteks yang lebih luas dari hukum internasional yang mengatur 

aktivitas dunia maya negara, aturan tersebut mewakili garis merah paling signifikan antara 

perilaku yang sah dan salah secara internasional. Tempat menonjol ini dihasilkan dari fakta 

bahwa kunci lainnya aturan-larangan intervensi penggunaan kekerasan mengandung ambang 

batas yang jarang tercapai. Dengan demikian, sebagian besar operasi dunia maya yang 

bermusuhan yang disebabkan oleh negara hanya berimplikasi pada larangan pelanggaran 

kedaulatan. 

Salah satu masalah paling krusial yang dimunculkan oleh cybercrime adalah masalah 
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yurisdiksi yang berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan 

hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu 

perkara bernuansa internasional. Permasalahan yurisdiksi di suatu negara dapat menerapkan 

kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara 

menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional. 

Dalam hubungan internasional dan politik internasional masalah intervensi  bukanlah  

istilah  baru,  ia  telah  hadir  bersamaan  dengan  timbulnya  prinsip hukum antar negara  yaitu 

prinsip kedaulatan nasional dan prinsip non interference atau tidak mencampuri urusan dalam 

negeri negara perjanjian. Makna pokok prinsip kedaulatan selama ini  adalah  gagasan  yang  

menyatakan  bahwa  tidak  ada  kekuasaan  yang  sah  di  atas  negara, kecuali  negara  tersebut  

secara  sukarela  menyerahkannya  kedaulatan  kepada  pihak  lain  atau organisasi  internasional  

sesuai  perjanjian  internasional  yang  disepakati.  Sedangkan prinsip non interference sebagai 

basis untuk non intervensi yaitu prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.  

Disamping itu  dalam  etika  internasional  juga  merujuk  kepada  dua  aspek politik  atau  

otoritas. 

Secara internal atau ke dalam menunjukkan  adanya  kewenangan  politik dan legal 

untuk bertindak apa pun  yang sah dalam batas-batas negara. Negara memiliki hak-hak untuk 

mengatur urusan dalam negerinya, dibiarkan atau dibolehkan untuk bebas mengelola 

“community’s internal affairs” sendiri. Namun pada sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk 

tidak mencampuri urusan negara atau masyarakat lainnya. Kedaulatan secara eksternal adalah 

kewenangan negara untuk melakukan kebijakan dan tindakan dalam menjalankan relasi dengan 

negara lain atau dengan pelaku hubungan  internasional  lainnya.  Pengertian intervensi dapat 

secara umum merujuk pada “external action that influence the domestic affairs of another 

sovereign state”, yang mana  hal  ini  dapat  memiliki  arti  yang  luas.  Pemahaman yang lebih 

sempit biasanya merujuk langsung  penggunaan  kekerasan  (forcible  action / interference)  ke 

dalam urusan domestik negara lain. 

Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi 

untuk semua tujuan resmi. Dalam berkomunikasi dengan Pemerintah dan misi dan konsulat lain 

dari Negara pengirim, dimanapun lokasinya, misi dapat menggunakan semua cara yang sesuai, 

termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode atau sandi. Namun, misi dapat menginstal dan 

menggunakan pemancar nirkabel hanya dengan persetujuan dari Negara penerima. 

Dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961, dapat dijelaskan bahwa para agen diplomatik 

dalam menjalankan fungsinya mempunyai kebebasan dan kerahasiaan penuh untuk 

berkomunikasi dengan pemerintahnya. Telah diakui oleh umum bahwa kebebasan 

berkomunikasi juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan 

pemerintahnya, dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima. Surat menyurat resmi 

para agen diplomatik tidak boleh digeledah, ditahan atau disensor oleh negara negara penerima. 

Suatu misi diplomatik asing dapat saja menggunakan kode dan sandi rahasia dalam 

komunikasinya dengan pusat pemerintahan negara pengirim, sedangkan instalasi radio dan 

pemancar radio baru dapat dilakukan apabila memperoleh izin resmi pemerintah negara 

penerima. Kurir diplomatik yang berpergian dalam tugas resminya dengan paspor diplomatik 

pun tidak boleh ditahan atau dihalang halangi. 

Pada masa sekarang ini, hubungan diplomatik antar negara tidak dapat dihindari lagi. 

Terlebih lagi pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memicu semakin intensifnya 

interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Contohnya adalah hubungan diplomatik antara 

Albania dan Iran. 

B. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas 

hukum dan data sekunder melaui inventarisasi hukum positif.  

Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengkaji, menguji daln 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2828-2493


  Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Iran...... |   247 

  Law Studies 

menerapkan asas-asas hukum serta prinsip-prinsip umum hukum internasional. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yalitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk memberikan analisa berdasarkan sumber-sumber hukum 

internasional, konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum 

umum, putusan pengadilan, pendapalt para ahli hukum dan teori hukum yang 

menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu terkait 

landasan hukum dan teori-teori dalam hukum internasional mengenai hukum 

internasional, hukum perjanjian internasional dan hukum diplomatik konsuler. Data 

sekunder tersebut antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Aspek hukum diplomatik yang termuat dalam Konvensi Wina 1961 adalah ketetapan hukum 

internasional yang memuat alturan mengenai hubungan diplomatik berdasarkan kesepakatan 

bersama serta diatur dalam instrument hukum sebagai kodifikasi kebiasalaln hukum 

internasional dan perkembangan kemajuan hukum internasional. 

Dasar pembentukan hubungan diplomatik sebagaimana dalam Pasal 2 Konvensi Wina 

1961 yang berbunyi bahwa pembentukan ikatan diplomatik antar Negara, dan tugas permanen, 

dilaksanakan dengan pernyataan persetujuan bersama. Kesepakatan dimungkinkan karena 

Albalnia dan Iran adalah merupakan subjek hukum yang memiliki kedaulatan yang artinya 

kedua negara memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum. 

Rumusan Pasal 2 dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik tersebut 

memberikan pemahaman bahwa hubungan diplomatik Albalnia dengan Iran dibentuk melalui 

adanya kesepakatan bersama kedua Negara. Hubungan diplomatik ditandai dengan pengadaan 

perwalkilan diplomatik secara tetap di suatu Negara dengan mengedapankan kesepakatan yang 

diwujudkan melalui suatu komunikasi bersama, perundingan, perjanjian yang dapat menjalin 

persahabatan dan lainnya. 

Prinsip kesepakatan bersama yang termuat dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang 

hubungan diplomatik merupakan hasil persetujuan rasional dengan asas bahwa tiap pembatasan 

kekuasaan harus memperoleh persetujuan negara-negara terkait, yalitu Albalnia dengan Iran. 

Selalnjutnya dikalitkan dengan pengakuan suatu negara atas terbukanya hubungan diplomatik 

dengan negara tersebut dan pemerintahnya. 

Berda lsa lrka ln ura lia ln tersebut, da lpa lt dika lta lka ln ba lhwa l pemutusa ln hubunga ln diploma ltik 

denga ln Ira ln oleh ALlba lnia l pa lda l da lsa lrnya l tida lk menya lla lhi ketentua ln da lla lm Konvensi Wina l 1961 

ka lrena l mema lng tida lk a lda l keteta lpa ln ba lku ya lng memua lt a ltura ln tenta lng ta lta l ca lra l pemutusa ln 

hubunga ln diploma ltik. Pemutusa ln Hubunga ln diploma ltik lebih dida lsa lrka ln pa lda l hukum 

kebia lsa la ln interna lsiona ll. Meskipun tida lk a lda l ketentua ln tenta lng a ltura ln pemutusa ln hubunga ln 

diploma ltik teta lpi Konvensi Wina l 1961 memberika ln kewa ljiba ln pa lda l nega lra l untuk menta la lti isi 

da lri Konvensi Wina l 1961. Meskipun demikia ln, pa ltut disa lya lngka ln sika lp da ln tinda lka ln ALlba lnia l 

memutuska ln hubunga ln diploma ltik denga ln Ira ln ka lrena l unsur politik da ln dila lkuka ln seca lra l 

sepiha lk oleh ALlba lnia l. 

Nega lra l memiliki ta lnggung ja lwa lb da lla lm melindungi wa lrga l   nega lra lnya l, ba lik di da lla lm 

negeri ma lupun dilua lr negeri. Ta lnggung ja lwa lb ya lng dimiliki nega lra l tida lk ha lnya l melindungi  

wa lrga l  nega lra lnya l  sa lja l na lmun   ha lrus   da lpa lt   melindungi wa lrga l nega lra l a lsing  ya lng bera lda l di 

da llalm  nega lra l  tersebut.  

Suatu negara bertanggungjawab terhadap warga negara asing dan harta miliknya  yang 

berada di wilayah negaranya.  Perjanjian internasional  multilateral dan regional atau melalui 

hukum nasional menetapkan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang berada dalam 

wilayah suatu negara, pelanggaran terhadap kewajiban itu menyebabkan negara harus 

bertanggungjawab terhadap orang asing tersebut. Selain  itu,  ada juga  alasan munculnya 
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pertanggungjawaban negara  sebagai akibat  tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabatnya  

berupa melakukan perbuatan mistreatment terhadap orang asing dan  tindakan atau kelalaian 

yang merugikan secara ekonomis dan fisik yang dilakukan oleh negara terhadap orang asing.   

Fungsi perta lma l da ln terpenting da lri seora lng utusa ln a lda lla lh untuk mewa lkili nega lral 

pengirim di nega lra l penerima l da ln bertinda lk seba lga li sa llura ln hubunga ln resmi a lnta lra l pemerinta lh 

kedua l nega lra l. Tujua ln uta lma l da lri pemeliha lra la ln hubunga ln diploma ltik a lnta lra l nega lra l-nega lra l, 

a lgen diploma ltik sering dipa lnggil untuk mela lkuka ln tuga ls bernegosia lsi denga ln da ln 

mengkomunika lsika ln sudut pa lnda lng pemerinta lhnya l tenta lng berba lga li ha ll kepa lda l pemerinta lh 

nega lra l ba lgia ln tempa lt dia l dia lkredita lsi.  

Fungsi perta lma l da ln terpenting da lri seora lng utusa ln a lda lla lh untuk mewa lkili nega lral 

pengirim di nega lra l penerima l da ln bertinda lk seba lga li sa llura ln hubunga ln resmi a lnta lra l pemerinta lh 

kedua l nega lra l. Tujua ln uta lma l da lri pemeliha lra la ln hubunga ln diploma ltik a lnta lra l nega lra l-nega lra l, 

a lgen diploma ltik sering dipa lnggil untuk mela lkuka ln tuga ls bernegosia lsi denga ln da ln 

mengkomunika lsika ln sudut pa lnda lng pemerinta lhnya l tenta lng berba lga li ha ll kepa lda l pemerinta lh 

nega lra l ba lgia ln tempa lt dia l dia lkredita lsi.  

Setialp kalli pemerintalh ingin membualt perjalnjialn dengaln yalng lalin, alpalkalh itu 

perjalnjialn persalhalbaltaln daln perdalgalngaln, altalu perjalnjialn ekstraldisi, altalu perjalnjialn udalral yalng 

berkalitaln dengaln penerbalngaln pesalwaltnyal, negosialsi formall seringkalli dilalkukaln. Didalhului 

oleh pendalhulualn pemeriksalaln daln pembicalralaln eksploralsi yalng selallu halrus dilalkukaln oleh 

algen diplomaltik. 

Sa lla lh sa ltu ketentua ln mengena li perlindunga ln ba lgi wa lrga l nega lra l ya lng mengha lda lpi 

ma lsalla lh hukum di nega lra l penerima l da lpa lt ditemuka ln pa lda l Pa lsa ll 36 a lya lt (1) butir b. Konvensi 

Wina l 1963 tenta lng Hubunga ln Konsuler pa lsa ll tersebut menega lska ln ba lhwa l: “Otorita ls 

pemerinta lh setempa lt wa ljib memberita lhuka ln kepa lda l pemerinta lh nega lra l a lsa ll nega lra l itu 

mengena li ma lsa lla lh tersebut terja ldi. Sela lin itu juga l wa ljib memberita lhuka ln mengena li ja lla lnnya l 

proses hukum ya lng berla lngsung a lta lu ya lng a lka ln dia lmbil terha lda lp nega lra l a lsing tersebut.”  

D. Kesimpulan 

halsil penelitialn daln pembalhalsaln dallalm penulisaln hukum ini tentalng “Pemutusaln 

Hubungaln Diplomaltik alntalral Iraln dengaln ALlbalnial Terkalit ALdalnyal Kalsus Seralngaln Siber 

Ditinjalu dalri Konvensi Winal 1961” dalpalt ditalrik kesimpulaln sebalgali berikut: 

1. Dapat disimpulkan bahwa pemutusaln hubungaln diplomaltik secalral sepihalk oleh ALlbalnial 

terhaldalp Iraln karena adanya serangan siber. Hal ini mengaLkibaltkan pemutusaln hubungaln 

diplomaltik terhaldalp perjalnjialn internalsionall kedual negalral menimbulkaln halk daln 

kewaljibaln yalng ditetalpkaln oleh hukum internaltionall seperti dallalm alsals reciprocity yalng 

menjelalskaln hubungaln timball ballik sertal salling menguntungkaln alntalr individu. 

2. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari pemutusan hubungan diplomatik ini perlindungaln 

walrgal negalral di negalral penerimal alkibalt pemutusaln hubungaln diplomaltik belum terdapat 

dalam Konvensi Winal 1961 tentalng Hubungaln. Paldal kalsus pemutusaln hubungaln 

diplomaltik alntalral Iraln dengaln ALlbalnial walrgal negalral terlindungi di negalral ketiga.  
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